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Kawasan Kumuh
Kota Yogya

® Sambungan Hal9

Bangunan DPUPKP Kota
Yogyakarta, Sigit Setiawan
mengatakan, sisa kawasan
kumuh tersebut, termasuk
dalam kategori ringan. Luas-
an itu, tambahnya, ditetap-
kan lewat Surat Keputusan
‘Wali Kota Yogyakarta Nomor
158 Tahun 2021.

SK ini, sekaligus menca-
but SK lama yang ditetapkan
2016, dengan luas kawasan
kumuh 264,87 hektare. Se-
hingga, total kawasan ku-
muh yang tersisa saat ini,
merupakan buah dari pe-
nanganan sejak 2016, plus
beberapa tambahan lokasi,
yang sudah dievaluasi ulang
pada 2020 silam.

“Jadi, ada perubahan
peraturan terkait penataan
kawasan kumuh. Makanya,
ada beberapa lokasi yang
sekarang harus masuk ka-
tegori kawasan kumuh,”
ujarnya.

Menurutnya, berdasar-
kan hasil penataan yang
dilakukan mulai. 2016, ter-
sisa 75,32 hektare kawa-

Kawasan Kumuh
Kota Yogya Masih
114,72 Hektare

YOGYA, TRIBUN - Berbagai upaya yang ditempuh
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam pena-
nganan dan penataan kawasan kumuh terus membu-
ahkan hasil, Setelah melalui proses dalam.beberapa
tahun terakhir, saat ini kawasan kumuh di wilayahnya
tersisa 114,72 hektare.
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san kumuh. Lantas, dari
pemantauan lapangan, atau
tracing, bertambah 37,32
hektar lagi. Karena itu, sisa-
nya kini ada 114,72 hektare
kawasan kumuh yang harus
ditangani DPUPKP.

Merujuk pada data, sebar-
an kawasan kumubh di kota
pelajar pun cukup merata.
Saat ini, tercatat ada 12 ke-
camatan yang memiliki ka-
wasan kumuh di daerahnya.
Dalam artian, dari total 14
kecamatan, hanya dua saja
yang tidak memiliki kawa-
san kumuh, yaitu Pakua-
laman dan Kraton. *

“Kalau di 2016 kemarin,
yang tidak ada kawasan ku-
muhnya hanya satu, Kraton
saja, ya. Kemudian sekarang
di Pakualaman juga tidak
ada kawasan kumuh,” ung-
kap Sigit.

Kalau di Kota Yogyakarta
ini, biasanya kawasan ku-
muh itu lebih disebabkan
aspek santitasi yang belum
terpenuhi, Jadi, masih ba-
nyak ri‘}l)r:mukim:m warga
yang ggabungkan dra-
inase, dengan saluran lim-
bah,” tambahnya.

Ia pun memastikan, Pem-
kot Yogyakarta terus me-
nempuh upaya penataan,

'rapkan.,pun mengacu pm
penataan yang dilakukan ddk L

untuk memangkas angka
kawasan kumuh tersebut.
Dana dari APBN Rp18 mili-
ar bakal dimaksimalkan pi-
haknya, untuk peningkatan
kualitas pemukiman warga
di Kelurahan Gowongan,
Terban dan Wirogunan.

“Kalau yang APBD Kota
Yogyakarta, untuk pena-
nganan di tiga kelurahan,
dengan empat paket peker-
jaan, di Klitren, Warung-
boto dan Gunungketur,”
katanya.

Sigit sebelumnya menga-
takan, satu-satunya pro-
gram penataan kawasan ku-
muh yang tetap dilaksana-
kan pada tahun 2020 ialah
penataan bentaran Sungai
Winongo, yang meliputi tiga
kelurahan. Yakni, Kelurah-
an Pringgokusuman, Pakun-
cen dan Tegalrejo dengan
alokasi Rp14 miliar.

Tetapi, tambahnya pena-
taan itu an
dana dari World Bank “Se-

hingga, l{onsep yang dite-

sebelumya, dengan sum-
ber pendanaan serupa, ya-
itu di Bentaran Sungai Ga-
jah Wong, Kelurahan Mujayk|
Muju, serta Giwangan. (aka)
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